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Abstrak

Besarnya jumlah PNS di Indonesia berimplikasi pada peningkatan beban
anggaran negara maupun anggaran daerah. Dalam APBN tahun 2011,
anggaran pembangunan hanya tersisa 12 persen dari total anggaran,
sedangkan 61 persen digunakan untuk gaji pegawai. Kemenkeu bahkan
mencatat ada 124 daerah yang belanja pegawainya menghabiskan 60 persen
lebih APBD, atau jika dirinci ada 16 daerah yang menggunakan 70 persen
atau lebih dana APBD untuk membayar gaji pegawai, bahkan ada yang
mencapai. 83 persen. Kebijakan harus diambil pemerintah untuk mengatasi
persoalan tersebut. Salah satunya adalah melalui moratorium rekrutmen
CPNS. Namun demikian hal tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk
mengurangi berat beban anggaran semata, lebih dari itu harus sejalan dengan
kerangka reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh
pemerintah. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mendorong
reformasi birokrasi agar tidak terjadi paradoks didalamnya. :

Kebijakan yang berbeda dalam penataan CPNS yang dikeluarkan oleh
tiga kementrian, menyebabkan pelaksana di daerah mengalami kebingungan
dalam melaksanakannya. Beratnya beban anggaran daerah selain disebabkan
oleh belanja pegawai, juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti
pengangkatan Honda, dan pemekaran daerah. Berbagai upaya telah
dilakukan untuk mendorong reformasi birokrasi di Indonesia, antara lain
melalui rasionalisasi jumlah pegawai, peningkatan kinerja PNS, dan
pendataan kompetensi PNS.

Kata Kunci: moratorium rekrutmen CPNS, reformasi birokrasi, belanja
pegawai



Pendahuluan
Berdasarkan Surat

Keputusan Bersama (SKB) tiga
menteri, yakni Menteri Keuangan
(Menkeu), Menteri dalam Negeri
(Mendagri), dan * Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Menpan
dan RB), pada tanggal 24 Agustus
2011,  dikeluarkan  kebijakan
moratorium  rekrutmen  Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal
itu berarti bahwa rekrutmen CPNS
untuk pusat maupun daerah akan
dihentikan untuk sementara waktu.
Penerapan kebijakan moratorium
CPNS tersebut tinggal menunggu
terbitnya  Keputusan  Presiden
(Keppres) setelah adanya
konsultasi dengan DPR.
Moratorium akan diberlakukan
selama satu tahun mulai 1
September - 2011 sampai 31
Desember 2012.

. Dalam Wikipedia ensiklopedia
bebas, dalam suatu bidang hukum,
moratorium (dari bahasa Latin,
morari yang berarti penundaan)
merupakan otorisasi legal untuk
menunda pembayaran utang atau
~kewajiban tertentu- seJama batas
waktu yang ditentukan. Pengertian
moratorium rekrutmen CPNS tidak
berarti penghentian sama sekali
seluruh perekrutan CPNS baru,
namun berupa pembatasan
pengangkatan, terkait pengisian
kursi  kosong yang pensiun,
meninggal dan lain-lain. Sehingga
kebutuhan tenaga sipir, pendidik
dan tenaga kesehatan, misalnya

Vol. XI No.2 Agustus 2011

masih dipertimbangkan, dengan
menyampaikan usulan kepada tim
reformasi birokrasi (RB). Dengan
kebijakan  moratorium, semua
pemerintah daerah (pemda) harus
melakukan rasionalisasi pegawai
dan dijadwalkan selesai pada 31
Desember 2011. Pegawai yang
tidak sesuai kebutuhan  harus

ditingkatkan kompetensinya,
selanjutnya akan diredistribusi
bahkan tidak menutup
kemungkinan dilakukan
pemindahan pegawai
antarpropinsi.

Wacana moratorium

rekrutmen CPNS  mengemuka
setelah Menpan dan RB,
menyatakan bahwa jumiah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Indonesia sangat beriebih dan
semakin menambah berat beban
anggaran negara maupun daerah.
Jika penerimaan CPNS dihentikan
sementara, tahun  berikutnya
penerimaan CPNS dapat dilakukan
dengan mekanisme penerimaan
yang berbeda. Misalnya wacana
sistem dan mekanisme
penerimaan CPNS dikembalikan
lagi ke pemerintah pusat, terutama
yang menyangkut -alokasi atau
formasi CPNS. Sistem ini akan
mengubah  formasi penentuan

- formasi CPNS yang selama ini

diputuskan daerah, dan jadi celah
penyelewengan oleh aparat
daerah. Masa penerapan dapat
digunakan untuk membereskan
berbagai  persoalan terutama
alokasi Anggaran dan Pendapatan



Belanja Pegawai Daerah (APBD)
yang tersedot untuk  belanja
pegawai. Karena menurut catatan
Kemendagri, ada 249 daerah yang
menghabiskan APBD untuk
belanja pegawai..

Kebijakan moratorium CPNS
juga dimaksudkan pemerintah
untuk mendukung program
reformasi birokrasi dengan
melakukan perampingan jumiah
PNS vyang jumiahnya semakin
meningkat dari waktu ke waktu,
bahkan  cenderung
Jumlah PNS di Indonesia sampai
dengan bulan Mei 2011,
sebagaimana digambarkan dalam
tabel 1, tercatat ada 4.708.330
orang, terdiri dari 969.493 orang
10,80 persen."

berlebih.”
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PNS pusat dan 3.791.837 orang
PNS daerah, belum termasuk
pegawai honorer yang jumlahnya
tidak sedikit di setiap instansi.
Walaupun hanya 1,98 persen dari
237,5 juta penduduk indonesia,
dan dinilai masih ideal apalagi
untuk melayani wilayah kepulauan
seperti Indonesia, namun demikian
besarnya jumlah PNS akan.
semakin menambah beban
anggaran daerah. Sebelum
reformasi, PNS berjumiah sekitar
3,7 juta orang. Pertumbuhan PNS
menurut data Badan Kepegawaian
Negara (BKN) pada tahun 2007
adalah 9,18 persen, dan pada
tahun 2009 sebesar

. Data PNS per bulan Mei 2011

- Tahun Jumlah PNS
2004 2.987.537
2005 3.662.336
2006 3.725.231
2007 4.067.201
2008 - 4.083.360
2009 4.524.205
2010 4.598.100
2011* 4.708.330

Sumber: Litbang Kompas, diolah dari Kemenkeu dan Kemenpan dan

RB, Kompas 25 Agustus 2011

! http://www.pengumuman-cpns.com/201 1/alasan-kenapa-diberlakukan-moratorium-
cpns-2011/ Diakses tanggal 26 Juli 2011, pukul 09.10 WIB
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Walaupun sejumlah upaya
mendorong  refornfasi birokrasi
termasuk dikeluarkannya kebijakan
moratorium CPNS telah dilakukan
oleh pemerintah, namun sejumlah
pihak masih berpandangan bahwa
penilaian keberhasilan
pelaksanaan reformasi masih sulit
dilakukan. Bahkan ada yang
menuding bahwa reformasi
birokrasi hanya terperangkap dan
berfokus pada sumber daya
manusia aparatur, khususnya
reformasi tunjangan kinerja
dengan motivasi memperoleh
tunjangan renumerasi, dan bukan
penataan  kelembagan  serta
perubahan  sistem.  Sehingga
walaupun tujuan utama kebijakan
moratorium CPNS adalah untuk
mengurangi  beban  anggaran,
namun apakah kebijakan tersebut
juga merupakan satu rangkaian
dengan agenda reformasi birokrasi
masih dipertanyakan. Sejumlah
pertanyaan menantang  untuk
dijawab. Bagaimana sebenarnya
kebijakan reformasi birokrasi di
Indonesia, termasuk bagaimana
implikasi besarnya belanja
pegawai pada beratnya beban
anggaran negara - atau daerah?
Faktorfaktor apa saja yang
menyebabkan terjadinya
pembengkakan pada anggaran
negara dan apakah moratorium
CPNS merupakan satu-satunya
cara untuk mengurangi kelebihan
beban anggaran negara? Serta
apakah sudah ada upaya nyata
yang dilakukan pemerintah dalam
mendorong reformasi birokrasi di

- Sedangkan pada

Indonesia? Dalam tulisan ini akan
dibahas tentang paradoks dalam
kebijakan  reformasi  birokrasi,
belanja pegawai dan beberapa
faktor lain yang menambah
semakin beratnya anggaran
daerah, serta berbagai upaya yang
telah dilakukan dalam mendorong
reformasi birokrasi di indonesia.

Paradoks Reformasi Birokrasi
Dalam Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara No. 15 Tahun 2007

tentang Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi disebutkan
bahwa reformasi birokrasi
merupakan upaya untuk

mempercepat proses tercapainya
tata-kelola pemerintahan yang
baik, melalui pembaharuan dan
perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan
pemerintahan, terutama yang

menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan (business

process), dan sumber daya
manusia aparatur.2 Dari pedoman
tersebut, hanya terdapat tiga
agenda utama yang akan dicapai
melalui pelaksanaan reformasi
birokrasi meliputi-  perubahan
organisasi, proses bisnis, dan
sumberdaya manusia aparatur.
Peraturan
Presiden No. 81 Tahun 2010
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http://www.menpan.go.id/index.php?option=co
m_content&task=viev&id=134&Itemid=2)
Diakses tanggal 12 April 2011, pukul 21.00
WwiB
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tentang Grand  Design RB,.
perubahan  meliputi 8, yakni

kelembagaan, ketatalaksanaan,
peraturan perundangan, SDM
aparatur, pengawasan,

akuntabilitas, pelayanan publik,
dan perubahan pola pikir (mindset)
dan budaya kerja (culture set).
Selain itu, grand design RB juga
menetapkan  perlunya  setiap
kementerian/lembaga  membuat
road map reformasi birokrasi
sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing. Usulan RB juga

harus sesuai dengan Peraturan
Menpan No. 20/2010 tentang Road
Map RB dan 9 Peraturan Menpan
dan RB sebagai petunjuk
pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dengan metode reformasi

birokrasi, pemerintah
mengupayakan perampingan
jumlah PNS. Pemerintah

menargetkan pada 2011 seluruh
departemen dan lembaga negara
telah melakukan reformasi
birokrasi. Bahkan dalam catatan
Kemenpan dan RB, terdapat 60
instansi pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota yang tidak
memasukkan data kebutuhan
pegawai baru. Banyaknya instansi
yang tidak mengajukan usul CPNS

baru menurut pemerintah
merupakan hasil penataan
birokrasi. Langkah tersebut
merupakan permulaan dari

penerapan reformasi birokrasi.
Karena saat ini banyak instansi
pemerintah baik di pusat maupun

=)

daerah yang mengajukan usul
reformasi birokrasi. ®

Sejumiah pihak  menilai
bahwa target untuk menyelesaikan
reformasi birokrasi di tingkat pusat
dan daerah pada tahun 2011
hanya berfokus pada sumberdaya
manusia aparatur negara dan
secara lebih khusus pada
reformasi  tunjangan kinerja.
Reformasi birokrasi yang telah
dilakukan di Departemen
Keuangan, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), dan Mahkamah
Agung belum dapat dikatakan
sebagai suatu keberhasilan
strategi reformasi birokrasi.
Bahkan pemahaman reformasi
birokrasi yang saat ini terjadi
hanya dipahami sebagai reformasi
tunjangan kinerja, motivasinya
adalah perolehan  tunjangan
remunerasi.*

Eko Prasojo dalam sebuah
tulisan, mengemukakan bahwa
tidak seperti halnya mengukur
keberhasilan reformasi birokrasi
yang dilakukan di Korea misalnya,
sangat sulit untuk mengukur
keberhasilan reformasi birokras! i

~ Indonesia terutama dampaknya

pada perbaikan pemerintahan,
perbaikan pelayanan publik, dan
perbaikan pembangunan. Hal
tersebut disebabkan karena terlalu
banyaknya agenda reformasi
tanpa penetapan prioritas,

3 Radar Jogja, 17 Juli 2011.
* htp://artikel-
media.blogspot.com/2010/01/refieksi-reformasi-

* birokrasi.html. Diakses tanggal 12 April 2011

jam 22.00 WIB
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reformasi berjalan tanpa

pertumbuhan yang jelas, terarah -

dan terukur, dan agenda reformasi
tidak diikuti dengan perubahan
sistem, namun hanya merupakan
wacana politis belaka.®

Laporan United Nation
Development Program (UNDP),
Asian Development Bank (ADP),
Bank Dunia serta laporan
penelitian para peneliti dalam
negeri, menyimpulkan bahwa
reformasi tata pemerintahan yang
ditempuh Indonesia tidak berjalan
seperti yang diharapkan.® Bahkan
Publikasi ADB  "Governance
Assesment Report — Indonesia”
(Manila, 2004), yang melaporkan
hasil penilaian terhadap tiga unsur
penting administrasi negara
Indonesia yaitu Kantor Menpan,

Lembaga Administrasi Negara

(LAN) dan BKN sebagai lembaga
-pengampu PNS, menyimpulkan
"..the  national  system of
administration and the civil service
system are not conducive to good
governance and improved
performance’dan

merekomendasikan agar
pemerintah Indonesia secepatnya
mengadakan ”..radical reform of
the public administration and civil
service especially in organizational
design, manpower planning and
staffing,  incentive structures,

* Kompas, 29 Juli 2010,

® Sofian Effendi, Reformasi Tata
Kepemerintahan, Menyiapkan Aparatur Negara
untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan
Ekonomi Terbuka, 2010, Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, Hal. 51
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human resource management,
training systems, and budgeting”.”

Menurut  Ashari, pelayanan
publik di Indonesia dibandingkan
dengan  negara-negara  Asia
sesuai hasil survei lembaga The
Political and Economics Risk
Consultancy (PERC) dinilai paling
buruk setelah India dari 12 negara
yang diurutkan berdasarkan
peringkat terbaik dan terburuk®
Peringkat teratas ditempati
Singapura, kemudian  disusul
Hongkong, Thailand, Korea
Selatan, Jepang, Malaysia,
Taiwan, Vietnam, China, Filiphina,
Indonesia dan terakhir India.
Sehingga Ashari menyarankan
sebagai langkah awal melakukan
reformasi birokrasi harus dibentuk
komisi kepegawaian yang akan
mengurusi  proses perencanaan
dan rekrutmen PNS.

Besarnya jumlah PNS di
Indonesia, menunjukkan adanya
kecenderungan perkembangan
ke arah parkinsonian dalam
birokrasi, di mana terjadi proses
pertumbuhan jumlah personil dan
pemekaran struktur dalam

* birokrasi secara tidak terkendali.

Pemekaran yang terjadi bukan
karena tuntutan fungsi, namun
semata-mata untuk memenuhi
tuntutan struktur. Hal tersebut
seperti dikemukakan oleh Islami
(1998) yang  mengemukakan

" Ibid, Hal. 52
8

http://www.ujungpandangeks’pres.com/index.ph
p?option=read&newsid=49436, diakses tanggal
20 Juli 2011, pukul 12.15 WIB



setidaknya lima isu terkait
pandg—.mgan tentang  birokrasi,
aitu™

%’. Vested interest (kepentingan
politik), dimana aparat birokrasi
telah terkooptasi sikap dan
perilakunya oleh kepentingan-
kepentingan pribadi dan politik
sang patron yang cenderung
vested interest.

2. Lemahnya proses rekrutmen,
seleksi serta  pengembangan
sumberdaya manusia tidak

terprogram dengan baik, sehingga-

banyak birokrasi publik yang diisi
oleh tenaga-tenaga yang tidak
profesional, dan tidak
diterapkannya merit system.

3. Kaburnya code of conduct,
sehingga tidak mampu
menciptakan adanya  budaya
birokrasi yang sehat, seperti kerja
keras, keinginan untuk berprestasi,
kejujuran, rasa tanggung jawab,
serta bersih dan bebas dari KKN.
4, Dikotomi paradigma
manajemen pelayanan publik,
yang terlalu didominasi paradigma
dikotomi kebijakan administrasi,
manajemen ilmiah, matzmatis, dan
mengabaikan paradigma diskursif,
perilaku sosial, sistemik, pilihan
publik dan pilihan sosial.

5. Ketidakadilan politik
kesejahteraan pegawai,
menyebabkan pegawai kurang
mempunyai motivasi kerja

? M. Mas’ud Said, Birokrasi di Negara
Birokratis, Makna Masalah dan Dekonstruksi

Birokrasi Indonesia, 2007, Malang: UMM
Press, h.52-55
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sehingga memicu timbulnya
perilaku kolutif dan koruptif.

Dalam penilaian politikus PDIP
Arif Wibowo, sejak tahun 2005
pemerintah tidak memiliki
perencanaan yang matang tentang
rasio sesuai kebutuhan dalam
pengadaan PNS. Sehingga tidak
ada hasil signifikan dalam
menekan laju pertumbuhan jumlah
pegawai. Puncaknya  adalah .
pengangkatan tenaga honorer
tahun 2005 yang jumlahnya
mencapai 800 ribuan dan yang
sampai sekarang belum tuntas.
Pertumbuhan pegawai kumulatif
secara nasional pada tahun 2005 -
2011 rata-rata 3,9 persen. Data
BKN Februari 2011 dan Kemenpan
dan RB Mei 2011 mencatat
pertumbuhan tertinggi terjadi pada
2007 sebesar 9,18 persen dan
2009 sebesar 10,8 persen. Pada
periode 2003 - 2004 pertumbuhan
pegawai — 1,66 persen, yaitu pada
tahun 2003 sejumiah 3.648.005
menjadi 3.587.337 pada tahun
2004."

Kebijakan RB yang digulirkan
oleh pemerintah juga dinilai
banyak pihak masih menimbulkan
paradoks. Pada satu  sisi
pemerintah pusat memiliki struktur
organisasi yang sangat gemuk,
yaitu 34 kementrian dan 98 komisi,
sedang pada sisi lain pemda
diharuskan membatasi organisasi
daerahnya hanya sejumlah 14
agar lebih ramping dengan
Peraturan Pemerintah No. 41

' Radar Jogja, 18 Juli 2011.






